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BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem
penyediaan air minum di Kabupaten Bandung perlu
disusun sebagai dokumen kebijakan yang menjadi
acuan bagi penyelenggaraan sistem penyediaan air
minum dengan memperhatikan kondisi sosial,
ekonomi, budaya, dan kondisi lingkungan;

bahwa  penyusunan  kebijakan dan  strategi
penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan
menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat
yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan
syarat kontinuitas;

bahwa dalam rangka memberikan dasar dan landasan
terhadap kebijakan dan strategi penyelenggaraan
sistem penyediaan air minum sesuai dengan
ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan
Air Minum serta Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2)
huruf ¢ dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum diperlukan pengaturan
mengenai kebijakan dan strategi penyelenggaraan
sistem penyediaan air minum;



Mengingat

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan
Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum Tahun 2017-2021;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten Dalam  Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5802);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN

STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM TAHUN 2017-2021.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

I,
2.
3.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang
melalui proses pengolahan atau tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan
dapat langsung diminum.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan
Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya
disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan
prasarana Penyediaan Air Minum.

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan
dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan
sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar
manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada
masyarakat.

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM yang
selanjutnya disebut Jakstra SPAM adalah dokumen
kebijakan Penyelenggaraan SPAM yang menjadi acuan
bagi Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan
kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
setempat serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang
pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif.

BAB II
JAKSTRA SPAM
Pasal 2

Jakstra SPAM Tahun 2017-2021 disusun dengan
memperhatikan kondisi wilayah Daerah dan selaras
dengan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi
dalam Penyelenggaraan SPAM.




(2)

(3)

(4)

(5)

Jakstra SPAM Tahun 2017-2021 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. visi dan misi;

b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan;

c. kebijakan dan strategi; dan

d. rencana aksi.

Isu  strategis, permasalahan, dan tantangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:

a. data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi
air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan
layanannya;

b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah
administratif;

c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan
sesuai potensi air baku;

d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan
pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah
pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan

e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM
untuk setiap rencana wilayah pelayanan.

Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf ¢ memuat:

a. skenario Penyelenggaraan SPAM;

b. sasaran kebijakan; dan

c. komitmen kebijakan dan strategi.

Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d paling sedikit memuat:

a. alternatif sumber pembiayaan; dan

b. kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen standar Jakstra
SPAM Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

i tapkan di Soreang

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 1 juni 2018
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 34




